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1. Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan
Jabatan Melanggar Konstitusi.

2. Pelanggaran Konstitusi TIDAK BOLEH 
dibenarkan dengan Perubahan UUD 1945 
sekalipun

3. Jika Tidak tegas melarang, apalagi
menginisiasi pelanggaran konstitusi, 
Presiden terjebak pengkhianatan terhadap
negara dan berpotensi dimakzulkan
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Alur Presentasi



1| Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan
Jabatan Melanggar Hukum dan Konstitusi.
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Penundaan Pemilu Berdasarkan NELDA:

• 1945 – 2015 = 145 Negara yang berpengalaman melakukan 

penundaan Pemilu (suspended election)

• Masa Covid

− 2020 – 2022 > 80 Negara dan Teritori menunda Pemilu

− 2020 – 2022 > 160 negara dan teritori yang 

menyelenggarakan Pemilu
(Situs International IDEA, 26 Februari 2022) 
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Opini Saya
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https://www.integritylawfirm.id/
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Terang- Benderang Melanggar Konstitusi

Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan adalah

sikap yang terang-benderang menabrak UUD 1945.

• Indonesia negara hukum, Pasal 1 ayat (3). Menghilangkan

pemilu menyebabkan Indonesia lebih mengedepankan

negara berdasarkan nafsu kekuasaan belaka (machtstaat),

dan jauh menyimpang dari negara berdasarkan hukum

(rechtstaat).

• Perpanjangan masa jabatan petahana Presiden-Wakil

Presiden, parlemen pusat dan daerah, bahkan kepala

daerah, jelas-jelas bertentangan dengan, Pasal 7; anggota

DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu, Pasal 19 ayat

(1), 22C ayat (1); dan 18 ayat (3); kepala daerah dipilih

secara demokratis, Pasal 18 ayat (4); dan

• Pemilu yang dibatalkan bertentangan pemilihan umum
dilaksanakan berkala setiap lima tahun, Pasal 22E ayat (1).
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Pernyataan Presiden Bersayap

• Menyatakan taat, tunduk dan patuh pada

konstitusi

• Atas nama demokrasi tidak tegas melarang

dan menghentikan rencana pembatalan

Pemilu 2024

• Ini BUKAN kali pertama Presiden berbahasa

MENDUA

• Sudah dilakukan di banyak kesempatan
• Salah satunya dalam Perubahan UU KPK

• Menyalahkan inisiatif DPR, padahal
Presiden punya kewenangan tidak
membahas dan tidak menyetujui
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https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/111029

71/jokowi-dulu-bilang-isu-perpanjangan-masa-

jabatan-presiden-tampar-mukanya?page=all

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/095807

11/akhirnya-jokowi-buka-suara-janji-patuhi-konstitusi-

tapi-sebut-wacana?page=all
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Sikap Acuh Tak Acuh Presiden

“Bukan Urusan Saya”
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Tugas Presiden
Contoh Krusial

Semua permasalahan memang bukanlah menjadi menjadi tugas pokok Presiden. Kerena

Presiden sudah memiliki Menteri, Staf dan lain-lain untuk membantu. Namun terdapat hal-hal

krusial yang mestinya mendapat tanggapan/penyelesaian dari Presiden.

Ukurannya adalah: 

Permasalahan Strategis dan 

menentukan arah kehidupan 

bangsa 

• Pelumpuhan/pembunuhan lembaga KPK dengan 

mempreteli kewenangannya;

➢ Karena Korupsi adalah masalah strategis

dan menentukan arah kehidupan, mestinya

Presiden mengambil sikap terhadap RUU

KPK meskipun sebagai usulan DPR.

• Pembatalan Pemilu/Perpanjangan Jabatan 

Presiden;

➢ Menegaskan Penolakan bukan 

menciptakan keambiguan. 



Jangan Lengah, 
Hati-hati 
Pengalaman Buruk
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1. Perubahan UU KPK 
2. Perubahan UU 

Minerba, untuk
keuntungan Oligarki?
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https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-

Indarayana-Jangan-Bunuh-KPK.pdf
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Isu Pembatalan Pemilu dan Perpanjangan
Jabatan Jelas Urusan Presiden!
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1. Sumpah jabatan Presiden jelas-jelas melafazkan memegang teguh dan

melaksanakan UUD dengan selurus-lurusnya..

2. Presiden sejatinya adalah pimpinan parpol koalisi pemerintahan. Apakah dalam

sistem presidensial ada koalisi dan oposisi, adalah perdebatan usang. Faktanya,

di Indonesia ada partai koalisi pendukung pemerintah, dan ada partai yang berada

di luar pemerintah alias oposisi. Jika dalam pemerintahan parlementer, pimpinan

koalisi adalah Perdana Menteri, maka dalam sistem presidensial, sang presiden

adalah chief of executive, chief of state, dan karenanya adalah chief of coalition .

3. Dalam politik praktis, presiden bukan hanya menjalankan roda pemerintahan

(eksekutif), tetapi juga bertugas mempengaruhi proses politik di parlemen

(legislatif), dan tentunya di luar parlemen.

4. Dalam banyak kerjanya, Presiden harus mengorkestrasi kekuatan parpol koalisi di

pemerintahan dan di parlemen untuk mendukung agenda politiknya, misalnya saja

membuat UU Cipta Kerja, UU Ibu kota Negara, yang super kilat, tanpa partisipasi

publik. Mestinya berlaku juga untuk menghilangkan pikiran pembatalan pemilu

2024 atau perpanjangan masa jabatan.



Pembatalan Pemilu 2024
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Memajukan Less Problematic

FAKTA SEJARAH

Memajukan lebih demokratis

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu dari

tahun 2002, menjadi 1999.

Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan

amandemen konstitusi 1999 – 2002.
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Isu Pembatalan Pemilu 2024 serta Perpanjangan Jabatan 

Harus Tegas Ditolak
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1. Penundaan pemilu—yang secara konsep ketatanegaraan lebih tepat

merupakan pembatalan—adalah persoalan yang harus disikapi dengan

lebih jelas dan tegas. Tidak boleh mendua. Jangan abu-abu. Ini persoalan

hitam-putih menjalankan konstitusi bernegara.

2. Sikap tunduk dan patuh harusnya dikunci dengan pernyataan, stop

membicarakan pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Titik.

Hitam-putih. Jangan dibuka ruang abu-abu. Jangan dibuka ruang tafsir

yang lain.

3. Pembatalan Pemilu 2024 adalah sikap yang terang-benderang menabrak

UUD 1945. Bukan hanya satu, tapi banyak pasal yang dilanggar.

4. Semua ahli HTN sepakat menyatakan Pembatalan Pemilu, Perpanjangan

masa jabatan melanggar Konstitusi.

5. Pernyataan “Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus

tunduk dan taat pada konstitusi”. Dapat bermakna pelaksanaan konstitusi

setelah diubah berdasarkan kepentingan oligarki.

6. Ingin melaksanakan pembatalan, maka amandemen konstitus = Salah

besar.



Soal Jabatan Presiden:
Tiga Periode ataupun Perpanjangan
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Tim Lindsey, ”more than any other, this amendment was a clear

statement of political transition from authoritarianism”.
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Jabatan Presiden

SEBELUM AMANDEMEN SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis Demokratis
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Arendt Lijphart

Tiga konsep pembatasan masa jabatan presiden

1. tidak ada masa jabatan kedua
(no re-election);

2. tidak boleh ada masa jabatan
yang berlanjut (no immediate 
re-election); dan

3. maksimal dua kali masa 
jabatan (only one re-election).
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Dua Konsep Masa Jabatan Lainnya

No Limitation Term
(Era Orde baru, Sebelum

Amandemen)

More Than One Re-election
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No Re-Election

FILIPINA

➢ Satu periode, enam tahun.
Section 4: The President shall not be
eligible for any re-election

➢ Berangkat dari pengalaman suram
Ferdinand Marcos yang menjadi diktator.

➢ Selalu ada godaan untuk mengubah klausul
“No Re-Election” ini, tetapi masih gagal.
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No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi

tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:
“The Executive Power is exercised by the [masculine or

feminine] President of the Republic, who will be elected

every four years by direct vote without being able to be

elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi
karena siap-siap pilpres periode selanjutnya.

PERU

NIKARAGUA

R. DOMINIKA
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Only One Re-Election

Pasca Amandemen

Indonesia Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi
ke-22, pembatasan maksimal dua kali masa
jabatan kepresidenan diterapkan.

Pasal II Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur
seorang menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun,
tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

No person shall be elected to the office of the President more
than twice, and no person who has held the office
of President, or acted as President, for more than two years
of a term to which some other person was
elected President shall be elected to the office
of President more than once …
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Periode Ketiga Presiden Jokowi?

• Kepentingan siapa?
• Hanya maksimal tiga kali, atau more 

than that?
• Bagaimana posisi PDI-Perjuangan? 

(saat ini menyatakan menolak)
• Bagaimana posisi partai koalisi?
• Perubahan Konstitusi dengan

benturan kepentingan (CoI).
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THIRD TERMISM
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• Termisme ke-3 merebak
di Afrika.

•Antara 2000 - 2015, ada
15 pemimpin Afrika
yang mengubah
konstitusi negara, hanya
empat yang gagal.
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MENIMBULKAN KRISIS

– MENURUNKAN DEMOKRASI
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• Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor,
meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong
korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu
kekerasan atau bahkan perang saudara.

• Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran
terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali
menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).

• Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi
yang memungkinkan Presiden Nkurunziza
mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga
(Chatziantoniou, 2016), sekitar sekitar 150.000
rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara
tetangga karena pecahnya kerusuhan 26 April 2015.
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MANIPULASI DUKUNGAN PARLEMEN
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• Presiden Uganda Yoweri
Museveni dengan kesadaran
penuh “membeli” parlemen
untuk mengubah Konstitusi di 
tahun 2005

• Burundi dan Rwanda juga 
menyiratkan modus operandi 
yang sama, dimana presiden
petahana berhasil
memanipulasi dukungan
parlemen. 

Sumber : https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-
security
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MANIPULASI REFERENDUM
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• Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah
konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020.

• Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté
memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung
pada “will of the people”, keinginan rakyat.

• Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan
menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru
saja digulingkan oleh kudeta militer.

• Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden
Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019
mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum,
yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030.

• Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro
membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu
menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa
jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret
2019.

Sumber : tagar.id



Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Adalah Urat Nadi Konstitusionalisme

denny@integritylawfirm.id
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Demarkasi Utama dengan Otoritarianisme
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Tim Lindsey, ’Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards 
Democracy’ (2002) 6 Singapore Journal of International and 
Comparative Law 244, 276 – 277

Tim Lindsey, Indonesianis dan guru 

besar Melbourne Law School, 

mengatakan, “more than any other, 

this amendment was a clear 

statement of political transition 
from authoritarianism”



2| Wacana Perubahan UUD Untuk Membatalkan Pemilu 2024 serta

Memperpanjang Jabatan Presiden = Pelecehan Konstitusi
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Secara Teori Constitution-Making

• https://www.integritylawfirm.id/buku/
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DISERTASI SAYA Tentang 
Amandemen UUD 1945
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TIDAK ADA Model Baku 
Reformasi Konstitusi

Meskipun demikian ADA Key Elements
▪ Democratic Substance

✓ Limitation of Powers
✓Protection of Human Rights

▪ Democratic Process
✓Public Participation.
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REFORMASI KONSTITUSI

SEHARUSNYA

Menuju konstitusi yang lebih demokratis

Pembatasan kekuasaan, bukan justru 
membuka abuse of power.

Perlindungan HAM, bukan justru 
melanggar HAM.
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Bukan hal tabu
LIVING Constitution
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Next Amandements

Penguatan Bikameral: DPD

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK

Penguatan Rule of Law

denny@integritylawfirm.id
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Rule of Law – Penguatan Independent Agencies

•Pemilu yang Free and fair: KPU.

•Menguatkan Good Governance: KPK

•Menguatkan Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.

•Menguatkan Perlindungan HAM: Komnas HAM.

•Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan
Merdeka: Komisi Yudisial.
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Tidak Boleh Mengubah Konstitusi untuk
Melegitimasi Pelanggaran Konstitusi

• Konstitusi dilandasi konstitusionalisme.

• Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan masa Jabatan, 
melanggar konstitusionalisme (limitation of powers).

• Kejahatan tidak menjadi benar meskipun disahkan dengan
aturan hukum.

• Pelanggaran konstitusi tidak menjadi benar dengan
mengubah konstitusi sekalipun.

• Konstitusi yang diubah, untuk melegitimasi pelanggaran
adalah pelecehan atas konstitusi (contempt of the 
constitution).

• Perubahan konstitusi untuk melanggar konstitusi, batal demi 
konstitusi itu sendiri (null and void by the constitution itself)



Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa 
Jabatan = Melanggar Konstitusi = Pengkhianatan

Terhadap Negara
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Presiden WAJIB Menegakkan Konstitusi

•Pasal 9 UUD 1945:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia   dengan
sebaik-baiknya dan  seadil-adilnya,  memegang
teguh Undang-Undang Dasar  dan  menjalankan
segala undang-undang dan  peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa”.
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Pembatalan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan

Adalah Pengkhianatan terhadap Negara

•Pembatalan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa 
jabatan melanggar konstitusi.

•Pelanggaran konstitusi menurut penjelasan 169 huruf

d UU Pemilu adalah pengkhianatan terhadap negara:

•Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengkhianati

negara” … tidak pernah melanggar Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

•Pengkhianatan terhadap negara adalah pintu masuk
pemberhentian Presiden (Pasal 7A UUD 1945)
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Presiden Berpotensi Dimakzulkan

• JIKA terbukti menyetujui pembatalan pemilu 2024, 
dan setuju perpanjangan masa jabatan, APALAGI 
IKUT MENGINIASI rencana tersebut, Presiden Jokowi 
dapat dipecat dari jabatan.

•Karena masuk delik “pengkhianatan terhadap negara”

•Meskipun tentu tergantung proses politik di DPR, MK 
dan MPR.
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Presiden terjebak Delik

Pengkhianatan terhadap Negara

•Jika terbukti
melanggar
konstitusi
•Presiden
berpotensi
dimakzulkan



WHAT’S NEXT?

a. Selamatkan Presiden Jokowi dari
melanggar konstitusi, yang masuk delik
pengkhianatan terhadap negara dan bisa
dimakzulkan.

b. Tolak pembatalan Pemilu 2024 dan 
perpanjangan masa jabatan Presiden, 
bahkan dengan mengubah UUD 1945 
sekalipun.

c. Fokus pada pelaksanaan Pemilu 2024, 
jangan ada rekayasa pembatalan.

denny@integritylawfirm.id
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INTEGRITY Programs

• INTEGRITY Scholarship

• INTEGRITY Constitutional Discussion

• INTEGRITY Legal Training

• INTEGRITY Legal Update

• INTEGRITY Client Alert

• INTEGRITY Constitutional Advocacy

https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/
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